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Wali Kota  Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2018
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
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b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur
Jawa Barat Nomor 976/Kep.1217-
BPKAD/2017 tentang Perkiraan Alokasi
Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau di  Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018, Kota Bogor mendapatkan
alokasi sebesar Rp4.270.252.000,00 (empat
milyar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus
lima puluh dua ribu rupiah)
dan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 91 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2018, Kota Bogor
mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar
Rp11.031.731.200,00 (sebelas milyar tiga
puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu
ribu dua ratus rupiah) serta sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,
maka dapat melaksanakan program
dan kegiatan dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan atas
Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud
pada huruf a sebelum diadakan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;
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c. bahwa beberapa Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Bogor,
telah mengusulkan pergeseran kode
rekening antar objek belanja dalam jenis
belanja berkenaan dan antar rincian objek
belanja dalam objek, belanja berkenaan,
dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 160
ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu merubah Peraturan Wali Kota
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan BelanjaDaerah sebagai dasar
pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan
dalam rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah pada tahun
yang berkenaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf
b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003  Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286 );

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355 );
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);


